Menimbang

Mengiangat

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat, agar berjalan secara efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2019-2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005Nomorl140, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/15/M.PAN/7/2008
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/4/M.PAN/4/2009
tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi
Birokrasi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2010;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019-2023



Pasal 1

(1) Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut Road Map
Reformasi Birokrasi;

(2) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan menjadi acuan dalam
melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat;

(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 17 Januari 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT,
-

W. MUSYAFIKIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 17 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

<

L —
A NAZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14



